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srrRAT KEPUTUSAN (SKl DIREKSI

PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 019/SK-DIREKSI/VII2026

Tentan

enlmbang:
1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai Standar

Prosedur Operasional (SPO) Perlindungan Konsumen
2. Sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional perusahaan dan guna

memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk nasabah dan Masyarakat.

tcng{ngat:
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.l33 tanggal 26 September 2O07.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor

l0/68/KEP.GBI/DpG /2OO8 tanggal 22 OLnober 2OO8.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Selrtor Jasa Keuangan ditetapkart
pada tanggal 2O Desember 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Staadar Prosedur Operaslonal (SPtOl teatang Perllndungaa Kotraune!, sebagaimana
terlampir.

Dengan ketentuan
Setelah pengesahan Surat Keputusan (SK) Direksi ini diberikal dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan
atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat / 12 Juri 2o26

F ornEKsr
PT. Baak Perekonomiaa Rak5rat hrskopat

Direl(ur Bisnis
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{
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPOI
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cc:
1. Dewan Komisari-s
2. Arsip
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1. LATARBELAXANG

Untuk memperkuat aspek perlindungan nasabah di sektor perbanlan, maka Otoritas
Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 20 Desember 2O23.

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini dilatarbelakangi oleh
berlakunya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2O23 tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keungan, serta memperkuat kewenangan Otoritas
Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perlindungan
konsumen dan masyaralat di sektor Jasa Keuangan dengan tujuan:
a. Untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang andal.
b. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat.
c. Untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usahajasa keuangan.

Disamping itu juga perkembangan inovasi dal telcrologi yang cepat dan dinamis di
sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha
baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara online, pefanjian
berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebilakan baru di sektor jasa
keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungaa konsumen.

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/ atau layanan PUJK yang akan
diguoakan atau dimanfaatkan oleh Nasabah dan/atau masyarakat, dan upaya
memberikal kepastian hukum untuk melindungi nasabah dalam pemenuhan hak
dan kewajiban nasabah di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka BPR mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat yang
efektif, menjaga kepercayaal konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, ma-ka diperlukan sebuah pedoman yang
dituangkan dalam kebijakan perlindungan konsumen BPR ini.

2. TUJUAIT PEI{YUSUITAIT STAND/IR OPERASIOITAL PROSEDI'R PERLIIIDIIITGAN
KONSIIMEIT DAN MASYARAXAT DI PT BPR PUSKOPAT.

Bertujuan sebagai pedomal, kebijakan dan ketentuan tertulis bagi Bank dalam
melaksanakan alrtivitas usahanya sebagai wujud pemenuhan perlindungan nasabah
yang efektif, menjaga kepercayaan nasabah, serta memastikan kepatuhan Bank
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

3. RUANG LINGKI'P PERLINDUITGAN KONSI,MEN DAN MASYARAXA

Ruang lingkup Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di
Pf BPR Puskopat adalah membahas mengenai Perlindungan Konsumen sebagai
berikut:
a. Desain produk dal/atau layanan.
b. Penyediaan dan Penyampaian informasi produk dan / atau layanan
c. Penyampaiaa informasi produk dan / atau layaaan.
d. Pemasaran produk dan/atau layanan.
e. Penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan. r-
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f. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan.
g. Penanganan dan penyelesaian pengaduan, pihak-pihak yang bertanggung

jawab, serta pelaporan dan sanksi.

4. PRII{SP. PRIITSP PERLIITDI'NGAN KOT{STIUEN DAN UASYARAXA'T
a. Edukasi yang memadai.
b. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/ atau layanan.
c. Perlakukan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
d. Perlindungan asset, privasi dan data konsumen.
e, Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
f. Pengegakankepatuhan
g. Persaiangan yang sehat.

5. DASAR HI'IiUM KIBIJAI(AN PERLINDT'NGAN KONSI'IUEN DAN MASYARANAT

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuarrgan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
(ditetapkan pada 20 Desember 2O23).

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi
Konsumen dan Masyara-kat (ditetapkan pada 24 Februari 2O23).

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1S/SEOJK.O7 / 2021 Tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Selrtor Jasa Keuangan (ditetapkan pada 24 Mei 2O2ll.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangal Republik Indonesia
Nomor 6 I/POJK.OZ /2O2O Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan (ditetapkan pada 14 Desember 2020).

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3l /POJK.O7 l2O2O
tentarg Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan oleh OJK (ditetapkan pada 22 April2O2Ol

f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
17 I SE'OJK.OT 120 18 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Nasabah
di Sektor Jasa Keuangan (ditetapkan pada 6 Desember 2O18)

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.O7 l2Ol8
Tentang Layanan Pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan(ditetapkan
pada 1O September 2O18)

h. Surat Edatan Otoritas Jasa Keuangan nomor l3/SEOJK.O7 /2OI4 Tentang
Pejanjian Baju (ditetapkan pada 20 Agustus 2014)

i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor I2/SEOJK.O7 /2014 Tentang
Penyampaian Informasi dalam rangka PemasaranProduk dan/atau Layanan Jasa
Keuangan (ditetapkan pada 24 Juli 2O l4).

j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor OI/SEOJK.O7 l2ol4 Tentang
Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi keuangan kepada
Konsumen dan/ atau Masyarakat (ditetapkan pada 14 Februari 2014

k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor OI/SEOJK.O7 l2ot4 tentang
Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi keuangan kepad
Konsumen dan/atau Masyarakat (ditetapkan pada 14 Februari 2O14)

l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor OI/SEOJK.O7 /2014 Tentang
Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatal Literasi Keuangan kepada
Konsumen dan/atau Masyarakat (ditetapkan pada 14 Februari 2014)

m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor O2/SEOJK.O7 /2014 Tentang
Pelayanan dan penyelesaian konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(ditetapkan pada 14 Februari 2O14)

t
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6. KA^'IAN BERXALA KEBIJAI(AN PERLINDTINGAN KONSIIMEN DAN MASYARAI(AT

Untuk tetap menjaga efektivitas kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
di PI. BPR Puskopat, SOP Perlindungan Konsumen ini akan dilakukan kajian secara
berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali dan akan disesuaikan dengan
perubahan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan/perbaikan terhadap kebijalan tersebut, tidak terlepas dari hasil kajian
berkala atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
lembaga-lembaga keuangan lainnya.

h
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1. DESAIN PRODI'I( DAN/ATAU LAYANAN

a. BPR melakukan perancangan produk dan/atau layanal yang sesuai dengan
target nasabah dan mendokumentasikan proses perancangan produk dan/atau
layanan tersebut.

b. Perancangan produk harus dapat memperimbangkan:
l) Kebutuhan nasabah.
2) Kemampuan target nasabah.
3) Kesesuaian fitur, risiko, dan biaya tarhet nasabah.

c. BPR melakukan pengujian produk dan/atau layanan baru melalui survey, riset
pemasaran dan/atau uji coba terbatas untuk menilai risiko yang berpotensi
merugikan nasabah.

d. Pengujian produk I t danlatau layanan baru dilakukan terhadap produk
dan/atau layanan yang :

l) Ditawarkan oleh BPR untuk pertama kalinya dan;
2) Merupakan pengembangan produk dan/ atau layanan yang sudah ada yang

mengakibatkan adanya perubahan material atas produk dan/atau layanan
antara lain peniualan produk dan/atau layanan ke target Nasabah Baru.

e. Aspek yang dinilai dalam pengujian antara lain :

1) Tujuan dari produk dan/ atau layanan
2) Trasparansi informasi produk dan/atau layanan
3) Kesesuaian pemasaran produk/atau layanan dengan kebutuhan dan

kemampuan.
4) Kesesuaian peflyusunan pe{anjian baku dengan ketentua! peraturan

perundang-undangan.
f. BPR melakukarr pengujian terhadap produk dan/atau layanan selain produk

dan/ atau layanan untuk pelaksaraern program pemerintahan atau otoritas
dan/atau produk dan/atau layanan pada lembaga keuangan mikro.

g. Dalam HaI hasil pengujian yang dilakukan berpotensi merugikan nasabah, BPR
melakukan peninjauan ulang produk dan/atau layanan yang dimaksud dan
mendokumentasikan hasil pengujian produk yang dilakukan dan produk/atau
layanan baru.

h. Memiliki pedomar penetapan harga dan/atau biaya produk dan/ atau layanan
yallg memuat a-ntara lain biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk
dan atau layanan, keuntungan yang diharapkan, harga penawaran produk
dan/ atau layanan kepada nasabah, dan biaya pinalti atau biaya yang berupa
sanksi

i. Untuk ketentuan lebih lanjut perihal pengujiarr produk dan/atau layanan baru
akan diatur oleh masing-masing produk.

a. BPR menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas,
akurat, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah.

b. BPR senantiasa menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana
dalam bahasa indonesia dan mudah dimengerti oleh nasabah serta menggunakan
huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas pada
setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan.

c. Informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang dimaksud antara lain :

l) Manfaat yang dapat diperoleh
2) Biaya yang harus dibayarkal
3) Risiko yang mungkin harus ditanggung

SOP PEELINDUNGAN KONSUMEN / 2026
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3. PEMASARAT{ PRODIIK DAN/ATAU L,AYANAI{

BPR mencantumkan dan/ atau menyebutkan dalarn setiap penawaran, ringkasan
informasi produk dan / atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau

f
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4) Hak yang dapat diperoleh
5) Kewajiban yang harus dipenuhi
6) Persyaratan dan tata cara y€ulg harus dipenuhi
7) Jenis akad yang dapat disepakati

d. Dalam hal penyediaan informasi mengenai produk dan/atau layanan akal
digunakan oleh calon nasabah dan/atau nasabah negara asing, dokumen
mengenai produk dan/atau layanan menggunakan Bahasa Indonesia harus
disandingkan dengan bahwa asing.

e. BPR menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum dan
versi personal pada saat melakukan kegiatan pemasa-ran dan sebelum
penandatanganar perjanjian dengan calon nasabah yang dibuat dengan
menyampaikan:
1) Informasi terkait

a) Nama dan jenis produk dan/atau layanan
b) Nama Penerbit
c) Fitur Utama
d) Manfaat
e) Risiko
f) Persyaratan dan tata cara
g) Biaya

2) Ringtasan informasi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud
dikecualikan dari produk dan atau layanan :

a) Program pemerintah atau otoritas dan/ atau
b) Digunakan secara berulang oleh nasabah

f. BPR menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum
kepada calon nasabah sebelum calon nasabah memutuskan menempatkan
dananya dal atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di BPR,

C. BPR menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal
kepada calon nasabah sebelum penandatangan pe{anjian.

h. Penyampaian ringkasan informasi produk dan / atau layanan dilakukan dengan
metode :

1) Tatap muka
2) Tanpa tatap muka

i. Teknik penyampaiaa ringkasan informasi produk dan/ atau layanan dilakukan
melalui :

1) Media Ceta-k
2) Media Elektronik
3) Sarana Komunikasi Pribadi Calon Nasabah (pesan singkat/ email dan lainnya

yang sejenis).
j. Dalam Hal BPR me4jual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerjasama

dengan model bisnis referensi untuk produk, BPR dan rekanan kerjasama
bertanggungiawab atas penyampaian darr penjelasan masing-masing ringkasan
informasi produk dan/atau layanan kepada calon nasabah.

k. BPR senantiasa melakukan konfrrrnasi pemahaman calon nasabah dalam
dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti atas ringkasan
informasi produk dan/atau layanan versi personal.

1. BPR selalu menyampaikan informasi kepada calon nasabah tentang penerimaan,
penundaan atau penolakarrlya, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan
peundang-undangal.
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1) Nama dan atau logo
2) Pernyataan bahwa BPR berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(oJK)
Dalam hal adanya benturan kepentingan, BPR menyampaikan informasi
mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon nasabah
dan/ atau Nasabah.
BPR senantiasa memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan
calon nasabah dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan dan
mendokumentasikan penilaian kesesuaian calon nasabah. Kesesuaian
sebagaimana dimaksud adalah dengan mempertimbangkan :

1) Latar belakang calon nasabah
2 Pekerjaan calon nasabah
3 Keuangan calon nasabah
4 Maksud dan ujuan menggunaan produk dan/ atau layanan; dan/ atau
5 Informasi lain yang digu.nakan untuk menentukan klasifikasi calon nasabah

d. Dalam hal BPR menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama
dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan, BPR selalu
menyediakan pilihan produk dan/ atau layanan hasil aktivitas kerja sama model
bisnis referensi dari paling sedikit 2 (Dua) PUJK kecuali diatur lain oleh ketentuan
peraturan peundang-undangan disektor jasa keuangan.

e. BPR senantiasa melakukan penawzran produk dan/atau layanan kepada calon
nasabah melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan
calon Nasabah, dengan ketentuan :

1) Komunikasi hanya dilakukan pada hari Senin sampai jumat diluar hari libur
nasional dari pukul 08.00 s.d 17.00 waktu setempat kecuali atas persetujuan
atau permintaan calon nasabah atau nasabah.

2) Menginformasikan nama perusahaan dan menjelaskan maksud dan tujuan
sebelum menawarkan produk dan/atau layanan.

3) Menginformasikan sumber data dan/ atau informasi pribadi calon nasabah
yang diperoleh, dalam hal mendapatkan data dan/ atau informasi pribadi
calon nasabah dari pihak lain

f. BPR melakukan perekaman suara dan/ atau video dalam melakukan penawaran
produk dal/ atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon nasabah yang
menggunakan suara dal/ atau video.

C, BPR memberikan akses kepada nasabah terhadap hasil rekaman suara dan/atau
video yang dilakukan untuk penawaran melalui sarana komunikasi pribadi calon
nasabah yang menggunakan suara dan/atau video.

h. Dalam hal calon nasabah dan/atau nasabah menarik persetujuan atas
penawar€u"r produk dan/ atau layanan melului sarana komukasi pribadi, BPR
wajib menghentikan penawaran produk dan/ atau layanan.

4. PEIIYUSIINAIT PERJAITJIAN TERITAIT PRODTII( DAX/ATAU LITYANAN

a. Dalam menyusun perjanjian produk dan/ atau layanan, BPR memperhatikan asas
keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dan tidak
pernah menyalahgunakan keadaan calon Nasabah dan/ atau Nasabah.

b. BPR senantiasa melakukan konfirmasi pemahaman calon nasabah atau klausula
Perjanjian sebelum calon nasabah atas klausula sebelum calon Nasabah
men andatan gani pe{anjian.

c. BPR memberikan waktu kepada calon nasabah untuk memaharri klausula
pe{anjian yang disampaikan sebagaimana yang dimaksud disesuaikan dengan
karakteristik produk dan/atau layanan.

d. BPR senantiasa menuangkan konfrrmasi pemahaman klausula pe{anjian dalam
dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

b

c

t
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e. BPR memberikan akses kepada nasabah untuk memperoleh dan atau mencetak
salinan atas dokumen perjanjian baku.

f. BPR tidak mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula
eksonerasi/ eksemsi :

l) Menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada BPR, baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
atas barang.

2) Mengatur tentang kewajiban tentang pembuktian nasabah bahwa hilangnya
kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli nasabah bukan merupakan
tanggung jawab BPR.

3) Memberi hak kepada BPR untuk mengurangi kegu.naanp produk dan/ atau
layanan atau mengurangi harta kekayaan nasabah yang menjadi objek
perjaljial produk dan/ atau layanan.

4) Menanyakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada BPR untuk pembebanart
hak tanggungan, hak gadai, atau hak jamina-n atas produk dal atau layanan
yang dibeli oleh Nasabah secara angsurar.

5) Menyatakan bahwa BPR dapat menambah, mengubah dan atau memberikan
aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui /disepakati.

6) Menyatakan bahwa nasabah tunduk pada perubahan sepihak oleh BPR
terhadap aturan setela-h perjanjian ditandatangani oleh Nasabah.

7) Memberikan kewenangan bagi BPR untuk menghindari atau membatasi
keberlakuaa suatu klausula.

8) Menyatalaa bahwa BPR memiliki wewenang untuk menafsirkan arti
perj anjian secara sepihak.

9) Menyatakan bahwa BPR membatasi tanggungjawab terhadap kesalahan
dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yarrg bekerja untuk atau
mewakili kepentingan BPR.

l0) Membatasi hak nasabah untuk menggugat BPR jika terjadi sengketa terkait
dengan perjanjian.

11) Membatasi barang bul(i yang dapat diberikan oleh Nasabah jika te{adi
sengketa terkait dengan pedanjian.

g. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi pe{anjian
mengenai produk dan/atau layanan dari BPR, BPR akan menginformasikan
kepada nasabah paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum berlakunya
perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari BPR.

h. Dalam hal BPR melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit
yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurzrng€rn manfaat dal/atau
hak kepada Nasabah, BPR wajib :

l) Memberitahukan perubahan kepada nasabah.
2) Mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan nasabah.
3) Menuangkan konfirmasi dalam bentuk korlsumen dan/atau sarana lair: yang

dapat digunakan sebagai alat bukti.
i. Dalam hal nasabah tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan

pemberitahuan nasabah berhak mengakhiri penggunaan produk dan/ atau
layanan.

j. Dalam hal nasabah sudah diberikan waktu sesuai dengan point 7 dan nasabah
tidak menyampaikan konfirmasi, BPR menganggap nasabah menyetujui
perubahan tersebut.

k. BPR memberikan masa jeda bag' nasabah sejak penandatanganan perjanjian atas
produk dan/ atau layanan yang :

1) Memiliki jangka waktu yang panjang dan/ atau
2) Bersifat Kompleks

1. Jangka Waktu pemberian walrtu jeda pada nasabah paling kurang 2 (Dua) hari
sejak nasabah menyetujui perjanjian.

SOP PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2025
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m. Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian masa jeda atas suatu
produk dan/ atau layanaa, BPR mengacu pada ketentuan yang berlaku pada
masing-masing produk dalr / atau layanan'

n. Kewajiban pemberian masa jeda dikecualikan dari produk dan/ atau layanan:
1) Program Pemerintah atau otoritas
2) Digunakan secara berulang oleh Nasabah
3) Bersifat kumpulan, bukan berdasarkan fasilitas yang diperoleh nasabah

o. Dalam hal nasabah melakukan pembatalan perl'anjian pada masa jeda, BPR tidak
membebankan biaya pinalti dan/ atau sanksi kepada nasabah.

p. BPR memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Pengalihan hak tagih kepada pihak lain dimuat didalam perjanjian kredit atau
pembiayaan dan diberitahukan kepada nasabah atau disetujui oleh nasabah.

5. PEMBERIAN L,AYANAN ATAS PENGGIJNAAI{ PRODI'K DAN/ATAU I,AY/TNAN

a

b

BPR memberikan akses yang setara kepada setiap nasabah sesuai klasifikasi
nasabah.
BPR bertanggungjawab mendukung penyediaan layanan khusus kepada nasabah
penyandang disabilitas dan lanjut usia antara lain :

1) Penyedia layanan menyediakan filtur aplikasi dengan memperhatikan
penyandang disabilitas.

2) Menyediakan jalur landai.
3) Adanya antrian prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
4) menyediakan media informasi yang memperhatikan Konsumen penyandang

disabilitas, yang memudahkan para penyandang disabilitas dan lanjut usia
untuk memperoleh produk dan/ atau layanan.

BPR senantiasa menjaga keamanan dana dan/ atau aset nasabah yang berada
dalam tanggungj awab BPR.
BPR wajib memberikan tanda bukti kepemiJikan dan/atau akses untuk
memperoleh dal/ atau mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/ atau
pemanfaatan layanan kepada Nasabah tepat pada waktunya sesuai dengan
perjanjian.
BPR wajib memberikal laporan kepada Nasabah tentang posisi saldo dan mutasi
dana, aset, atau kewajiban Nasabah secara akurat, benar, tepat waktu, dan
dengan ca.ra atau sarana sesuai dengan pe{anjian.
BPR wajib melaksanakan instruksi Nasabah sesuai dengan perjanjian antara BPR
dan Konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direksi dan/ atau Pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai yaitu memiliki
pemahaman atas kompleksitas produk dan/ atau layanan serta klasifikasi
nasabah dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan.

c

d

f

e

6. PENAGIIIAI{ UNTI'I( PRODI'K KRIDIT/ PINJAMAI{

a. BPR akan melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah dan/ atau
menunggak kew4iiban dan/ atau wanprestasi dengan memberikan Surat
Peringataa sesuai dengan jangka waktu yang tertuang di dalam Surat Pe{anjian
Kredit (SPK).

b. Surat peringatan sebagaimana disebutkan diatas terdiri dari Surat Peringatan
berjenjang sesuai dengan waktu/ periode bermasalah/ menunggak kewajiban
debitur tersebut, yang dijelaskan lebih rinci dalam ketentuan/pedoman
perkreditan.

c. Surat peringatan untuk debitur yang menunggak mencantumkan beberapa
informasi, paling sedikit adalah:
1) Tanggal jatuh tempo sesuai Surat Perjanjian IGedit (SPK)

SOP PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2026
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2) Jumlah hari keterlambatan kewajiban.
3) Baki debet/ Oubtanding pokok terhutang.
4) Manfaat ekonomi pendanaan/ tujuan penggunaan kredit.
5) Denda.

d. BPR dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi
penagihan kredit dan dituangkan dalam Pefanjian Kerjasama.

e. Pihak lain yang dimaksud pada huruf (d) diatas antara lain yaitu:
1) Pihak yang berbentuk badan hukum.
2) Pihak yang memiliki izin dari instalsi berwenang.
3) Pihal< yang memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi

di bidang penagihan dari Lembaga sertifikasi profesi atau asosiasi
penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

f. Hal- hal yang wajib dipastkan dalam hal melakukan penagihan kredit adalah:
1) Tidak melakukan pengancarnan, kekerasan atau tindakan yang

mempermalukan debitur.
2) Tidak menggunakan tekanan secara flsik maupun verbal.
3) Melakukan penagihan tidak kepada selain debitur.
4) Secara terus menerus melakukan Tindakan yang bersifat menggElnggu'
5) Melakukan penagihan di alamat debitur atau domisi.li debitur, terkecuali

mendapatkan persetujuan dan/ atau perjanjian dengan debitur terlebih
dahulu.

6) Waktu penagihan pada hari Senin sampai dengan Sabtu dan waktu dari pukul
08.00 - 2O.00 waktu setempat, diluar hari libur nasional.

g. BPR dapat melakukan pengambilalihan jaminan atas tertunggalmya kewajiban
debitur dengan ketentuan:
l) Debitur terbulrti wanprestasi.
2) Debitur sudah diberikan surat peringatan.
3) BPR memiliki Sertifikat jaminan Fidusia dan/ atu Hak Tanggungan'

7. PET{ANGANA.IT DAN PEITTELESAIAN PENGADUAN, PIHAK. PIHAI( YANG
BERTAN(X}I'UG JAWAB, SERTA PEL/IPORAIT DAN SANXSI.

a. Layarran Pengadua!
Layanan Pengaduan memiliki ruang lingkup terdiri dari :

1) Penerimaan Pengaduan
BPR melakukan penerimaan atas pengaduan yang disarnpaikan nasabah
melalui dua cara yaitu:
a) Penerimaan Pengaduan Konsumen secara lisan dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

i. Menerima, mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah
dan/ atau perwakilan nasabah pada Konfirmasi penerimaal
pengaduan.

ii. Pengaduan secara lisan antara lain melalui telepon, dan/atanu start
rlessoge seruices (SMS)

iii. Konfirmasi penerimaan pengaduan paling sedikit terdiri dari :

o Nomor registrasi pengaduan.
. Tanggal penerimaan Pengaduan.
o Konfrrmasi penerimaan pengaduan disampaikan oleh pegawai pada

fungsi dan unit layanan pengaduan yang menerima Pengaduan.
iv.Mendokumentasikan penerimaan pengaduan konsumen yang

disampaikan secara lisan,
b) Penerimaan pengaduan nasabah secara tertuts dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

4
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c)

d)

i. Menerima, dan mencatat setiap pengaduan yang diajukarr oleh
nasabah dan atau perwa-kilan nasaba-h pada register penerimaan
pengaduan.

ii. Pengaduan secara tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik
(email), faksimili, laman fttebsite)PUJK, dan/ atau media elektronik
yang dikelola resmi oleh PUJK yang dapat digunakan untuk
menyampaikan dokumen Pengaduan.

iii. Pengaduan yang diterima oleh PUJK dari Konsumen walk in,
dikategorikan sebagai Pengaduan secara tertulis

iv. Pengaduan yang disampaikan secara utalk in dituangkan dalam
formulir penerimaan pengaduan yang ditandatangani oleh nasabah
dan/ atau perwakilan nasabah.

v. Penerimaan dan pencatatan pengaduan pada register penerimaan
pengaduan untuk pegadian secara ualk in dilakukan berdasarkan
formulir penerimaan pengaduan.

vi. BPR menangani pengaduan dalam hal nasabah dan/ atau perwakilan
nasabah telah melengkapi dokumen yang ditetapkan adalah
. Identitas nasabah dan/atau perwakilan nasabah melingkupi:

* Narna lengkap nasabah dan/atau perwakilan nasabah.
t Alamat sesuai dokumen identitas Konsumen dan/ atau

perwaldJan nasabah dan alarnat tempat tinggal lain (jika ada)'
* Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/ atau layanan.
* Nomor telpon nasabah dan/atau perwakilan yang dapat

dihubungi.
* Permasalahan yang diadukan:

contoh :

) Nasabah Perorangan
Identitas konsumen dan/atau perwakilan Konsumen
perorangan dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluarga, dan alda kelahiran untuk Konsumen yang
belum berusia 17 (Tujuh Belas) ta-hun

F Nasabah Non Perorangan
Identitas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk dari pihak
yang berhak mewakili baik didalam maupun diluar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau
berdasakan kuasa dari pihak yang diwakilkan.

o Surat Kuasa khusus disampaikan dalam hal nasabah mewakilkan
proses pengaduan kepada perwakilan nasabah.

. Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan.
o Permasalaan yarrg diadukan.

Dalam hal nasabah dan/ atau perwakilan nasabah merniliki dokumen
yang perwakilan nasabah berkaitan langsung dengan Permasalahan yang
diajukan, BPR dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen
yalg wajib dilengkapi oleh nasabah dan/ atau
BPR memberikan :

i. Penjelasan kepada nasabah dan/atau perwakilan nasabah mengenai
prosedur singkat Layanan Pengaduan, termasuk memberikan
informasi mengenai jangka waktu penyelesaian Pengaduan dan
penyampaian bukti tanda terima pengaduan dan/ atau

ii. Informasi dan meminta kekurangan, jika nasabah belum memenuhi
dokumen yang ditetapkan.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, bank dapat memperpa4jang waktu
dalam walrhr 10 (Sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu dimaksud adalah :

a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili nasabah

t

e)

darl/ atau
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b. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali nasabah.
f) Dalan hal dokumen yang bersifat rahasia, PT BPR Puskopat meminta

kepada nasabah untuk menyampaikan dokumen tersebut melalui sarana
yang dapat menjaga kerahasiaan dokumen.

d PT. BPR Puskopat melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan
kelengkapan dokumen yalg disampaikan oleh nasabah dan/atau wakil
nasabah.

h) PT. BPR Puskopat menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada
nasabah dan/ atau perwakilan nasabah baik langsung (tatap muka) dan
tidak langsung (melalui surat,email, lama website bank, dan/atau media
elektronik yang dikelola resmi oleh Bank.

b. Penaaganan Pengaduaa Secara Llsaa Dan Tettulls
1) Setelah Pengaduan diterima, Bank melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

a) Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara :

i. Kompeten yaitu pemeriksaan Pengaduan dilakukan oleh Sumber
Kebijakan Manusia yang memiliki Kompetensi, paling sedikit :

.!. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan prosedur yang terkait dengan permasalahan,
pengaduan.

{. Mampu menganalisis Pengaduan.
* Mampu menJ rsun laporan pemeriksaan Pengaduan

ii. Benar yaitu pemeriksaan Pengaduan dilakukan sesuai dengan
prosedur, antara lain tahapan dan metode pemeriksaan Pengaduan
yang telah ditetapkan.

iii. Objektif yaitu pemeriksaan Pengaduan dilakukan dengan cara
memberikan:
.!. Perlakuan yang seimbang pada setiap pengaduan
{. Kesempatan kepada nasabah untuk menjelaskan materi

pengaduan
{. Kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan

terhadap pengaduan, untuk memberikal penjelasan dalam
penyelesaian fiika ada)

.i. Dalam hal Pengaduan terkait dengan pegawai bank yang memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan Pengaduan, penanganan
Pengaduan wajib dialihkan kepada pegawai lain yang memiliki level
jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan.

.!. Datam hal Pengaduan terkait dengan pemimpin kantor bank
tempat Konsumen mengalami permasalahan, penanganan
Pengaduan wajib diselesaikan oleh Pegawai pada fungsi atau unit
layanan pengaduan dikantor Pusat bank atau dikantor lainnya
yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama degan pemimpin
kantor bank yang bersangkutan

b) Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
Bank melakukan veri.fikasi dan analisa mengenai kebenaran pengaduan
dengan melakukan pemeriksaan atas data-data yang disampaikan
konsumen

2) Penangalan Pengaduan secara lisan paling sedikit dilakukaa dengan cara
sebagai berikut :

a) Bank melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan paling lama 5 (lima)
hari ke{a sejak sesuai dengan pasoJ 74, POJK 22 Tahun 2O23 tentang
Perlindungan Konsumen.
Dalam hal PUJK membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu
penyelesaian Pengaduan tidak dapat dipenuhi, Bank meminta

b)
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Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan
melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

3) Bank melakukan penanganan Pengaduan secara tertulis dengan
menindaklanjuti dan menyelesaian paling lama 10 (lima) hari keda sejak
Pengaduan diterima oleh unit layanan pengaduan sesuai dengan POJK 22
Tahun 2O23 pasal 75.

Penolakaa Peagaduan
1) Bank dapat menolak menangani Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 POJK Nomor 22 Tah:u:: 2023 tentatg Perlindungan Konsumen.
2) Pengaduan secara lisan dan/ atau tertulis disertai dengan alasaa penolakan

pengaduan secara lisan dan/ atau tertulis dengan disertai alasan penolakan
yang jelas dan terperinci.

3) Pengaduan yang disampaikan secara tertulis, bank menyampaikan penolakan
pengaduan secara tertulis disertai alasan penolakan yangjelas dan terperinci.

d. Cara Penyelesalan Perrgaduan Nasabah
Penyelesaian Pengaduan nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Bank memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

a) Dalam HaI Pengaduan disampaikan secara tertulis, Bank menyampaikan
Tanggapan Pengaduan secara tertulis.

b) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, Bank menyampaikan
Tanggapan Pengaduan secara liszrn dan/atau tertulis

2) Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, POJK Nomor
22 Tahun 2O23 tenlang Perlindungan Konsumen dapat berupa :

a) Penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian,
dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor j asa keuzrngan, dan/ atau ped anjian, baik
yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau
dilakukarr oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili
kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/ atau Potensi
kerugian Konsumen

b) Penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau pe{anjian, baik yang
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan
oleh pihak ketiga yang beke{a untuk mewakili kepentingan PUJK yang
menyebabkan adanya kerugian dan/ atau potensi kerugian Konsumen

3) Penawaran penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 2 d'arr 3
yaiflr:
a) BPR mencantumkan jangka walrtu yang cukup bagi nasabah untuk

menyetujui atau menolak Tanggapan Pengadual berupa penawaran
penyelesaian. Yang dimaksud dengaa "jangka waktu yang cukup" adalah
PUJK mempertimbangkan kondisi geografis, sarana informasi, dan
kompleksitas produk dalr / atatt layanan.

b) BPR wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal
Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawar€rn
penyelesaian dari BPR. Penawaran penyelesaian dari BPR dapat berupa
dokumen kesepakatan atau berita acara kesepakatan, surat
korespondensi, bukti rekaman, atau dokumen lain yang ditetapkan oleh
BPR.

c

+

-
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e Peayelesaian Pengaduan dl Sekor Jasa Keuangan
1) Dalam hat tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan Pengaduan

yang dilakukan oleh PUJK, nasabah dapat:
a) menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangal untuk

penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan; atau

b) mengajukan Sengketa kepada I,APS Sektor Jasa Keuangan yang
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau kepada
pengadilan.

2) Dalam ha-l Konsumen menyampaikan Pengaduan atau mengajukan Sengketa,
BPR berhak melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian Sengketa
Konsumen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam melakukan pembelaan diri, BPR berhak memberikan pembuktian.
4) Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan

hukum, pembuktiaa ada tidalorya unsur kesalahan merupakan tanggung
jawab BPR.

f. Peallalaa Sendlrl
1) BPR melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhaa ketentuan

Pelindungan Konsumen dan masyarakat.
2) PUJK wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri kepada Otoritas

Jasa Keuangar c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen setiap I (satu) tahun sekali.

3) Penyampaian laporan penilaian sendiri dilakukan melalui sistem pelaporan
elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Otoritas
Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik tidak dapat diakses
karena mengalami gangguan, laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara luar jaringan dan/ atau dalFm jaringan.

4) Penyampaian laporan secara luar jaringan dan/ atau dalart jaringan
dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditaldatangani oleh
sala.ll satu anggota Direksi.

5) BPR yang telah menyarnpaikan laporan, wajib menyampaikan kembali
laporan melalui sistem pelaporan elekronik yang disediakan oleh Otoritas
Jasa Keuaagan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa
Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.

{-
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1. DEFINISI I'MI,M

a. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang
memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan
masyarakat.

b. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk
dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai
dengan kebutuha-n dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan keuangan masyarakat.

c. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan
Literasi Keuangan

2. LITERASI KEUANGAN

a. Rencana Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan adalah :

1) BPR harus melakukan penJrusunErn renc€rna Kegiatan.
2) Rencana kegiatan Ininilnal meocantumkan :

a) Nama Kegiatan
b) Tujuan Kegiatan
c) Bentuk Pelaksanaan
d) Metode pelaksanaan;
e) Materi;
f) Sasaran dan/atau jumlah peserta
g) Jadwal dan/ atau wilayah;
h) Frekuensi pelaksanaan
i) Sumber dan jumlah biaya
j) Indikator dan bentuk evaluasi.

b. Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan adalah
1) BPR wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan

kepada Konsumen dan/ atau masyarakat sebagai program tahunan.
2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukaa

paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) semester.
3) BPR wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Literasi Keua:rgan

c. Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi
1) Edukasi Keuangan

a) Kewajiban BPR dilakukan paling sedikit I (satu) kali untuk kegiatan Edukasi
Keuangal

b) Materi Edukasi Keuangan minimal mencakup:
i. Karakteristik sektor jasa keuangan.
ii. Karakteristik produk dan/ atau layanan, yarrg terdiri atas:

r Deskripsi
r Manfaat
o Risiko
o Biaya
r Hak dan keviajiban
o Cara merrgakses
o Penanganarr pengaduan dan penyelesaian sengketa

iii. Pengelolaan keuangan;
iv. Perpajakan terkait produk dan/ atau layanan.

t
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c) Edukasi Keuangan dapat dilakukan dalam benark:

o Sosialisasi
o Lokakarya
o Pendampingan
o Pelatihan komunitas
. Program penj angkau an
r Permainan

d) Pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dapat dilakukan dengan metode:
. Tatap muka
. Tanpa tatap muka

2) Pengembangan Sarana dan Prasarana
a) Pengembalgan sarana dan prasarana dapat berbentuk :

. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk
mengakses materi Edukasi Keuangan.

. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh
Konsumen dan/atau masyarakat dan/ atau

. Penyediaan dan/ atau pelatihan sumber daya manusia
o Penyediaan materi Edukasi Keuangan dapat berbentuk cetak atau

noncetak.
b) Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta, pembangunan atau pengembangan

infrastrulrtur dan media dilakukan untuk mengakses karakteristik produk
dan/atau layanan, yang terdiri atas :

. Desl,<ripsi

. manfaat

. risiko

. biaya

. cara mengakses
o Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

c) Bagr Perusahaan Pergadaian Swasta, bentuk penyediaan memuat
karalderistik produk dan/atau layaaan, Penyediaan ini dapat berupa
selebaran, brosur, dan/ atau lainnya

d) Dalam hal BPR selain Perusahaan Pergadaian Swasta menyediakan materi
Edukasi Keuangan, penyediaan materi Edukasi Keuangan tidak
diperhitungkan sebagai pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi
Keuangan,

3. INIIIUSI KEU/TNGAN

a. Rencana Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan adalah :

1) BPR harus melakukan penJrusunan rencana kegiatan.
2) Rencana kegiatan minimal mencantumkan:

a) kegiatan yang akan dilakukan.
b) sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
c) jumlah target Konsumen.
d) jadwal dan wilayah.
e) indikator dan bentuk evaluasi.

b. Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangal adalah :

1) BPR wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan
kepada Konsumen dan/ atau masyarakat sebagai program tahunan'

2) Pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan paling sedikit f (satu) kali dalam 1 (satu)
semester.

3) BPR wajib mendokumentasikan pelaksalaan kegiatan. h
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4) Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan mencakup perencanaan dan
pelaksanaan atas :

a) Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target
nasabah.

b) Penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau
c) Keberlangsungan

i. Akses terhadap lembaga, produk, dan/ atau layanan.
ii. Produk dan/atau layalan, yang telah rlirniliki atau disediakan oleh PUJK

untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
5) Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan dalam bentuk lisik

atau digital.

c. Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan ada-lah :

1) Perluasan akses dilakukan melalui penyediaan infrastrulctur oleh PUJK
sehingga taiget Konsumen dapat menjangkau:
a) PUJK
b) produk dan/atau layanan PUJK.

2) Penyediaan infrastrulrtur dapat dilakukan dalam bentuk:
a) Penambahan jaringan kantor
b) Penambahan kerja sama dengan pihak lain
c) Pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan
d) Penyediaan sarana khusus kepada Konsumen dan/ atau masyarakat

penyandang disabilitas dan/atau laajut usia
e) Dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan

Inklusi Keuangan; dan/ atau
f) Infrastruktur lainnya

3) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan
berdasarkan prinsip:
a) terencana dan terukur
b) te{angkau
c) tepat sasaran
d) berkelanjutan.

4. INFRASTRITKTTIR PENINGKATAIT LITERASI DAI{ INI(LUSI I(TUAI{GAN

a. Fungsi atau Unit Literasi dan Inklusi Keuangan
1) Wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.
2) Fungsi atau unit yang dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain.
3) Perangkapan fungsi atau unit yang mengikuti ketentuan yang mengatur

mengenai perangkapan fungsi atau unit pada BPR.
4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit,

BPR dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan.
5) Perangkapan fungsi atau unit dilakukan untuk menghindari benturan

kepentingan pada pegawai BPR.
6) Dalam membentuk fungsi atau unit, BPR mempertimbangkan:

a) jumlah aset
b) jumlah kantor
c) jumlah dan kompleksitas produk dan/ atau layanan
d) jumfah klasifikasi Konsumen
e) jumlah sumber daya manusia BPR.

7l Dalam hal PUJK merupakan bagian dari konglomerasi keuangan,
pembentukan fungsi atau unit Literasi dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan

PUSTOPII

+
secara terintegrasi pada entitas utama
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b. Trrgas Fungsi atau unit Literasi Keuangal
1) Menlrrsun pedoma.n tertulis kegiatan untuk meninglatkan Literasi Keuangan.
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi

Keuangan,
3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan

kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh
BPR.

4) Melaporkan kepada Direksi mengenai implernentasi kegiatan dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk
meningkatkan Literasi Keuangan.

5) Mengoordinasikan penyrrsunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan
untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

6) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan
pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk
dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen
dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi
Keuangan.

7) Melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

c. T\.rgas Fungsi atau unit Inklusi Keuangar
1) Menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan inklusi

Keuangan.
3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi

Keuangan yang telah dilaksanakan oleh BPR.
4) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan

pengembangarr produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan
mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan Konsumen dan/ atau masyarakat.

5) Memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk
per[ rsunerrl materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dal penyediaan
produk dan/ atau layanan.

6) Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk
meningkatkan Inklusi Keuangan.

7) Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan
untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) Melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

d. Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan minimal
mencantumkan:
1) Pemenuhan dukungal atas strategi dan/atau progr€rm untuk meningkatkan

Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2) Pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi

Keuangan.
3) Penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi

Keualgan.
4) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
5) Penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keualgan

e. Pedoman tertulis kegiatan untuk meningftatkan Inklusi Keuangan minimal
mencantumkan:

t
sr**5a*eii-1.-:el
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l) Pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan
Inklusi Keuangan yalg dikeluarkarr oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi
Keuangan.

J Penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatlan Inklusi Keuangan.
4 Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
5 Penyusunan laporal realisasi kegiatan untuk meniagkatkan Inklusi Keuangan.

f. Organisasi dan Pelaporan
1) Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan kegiatal Literasi dan

Inklusi Keuangan.
2) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung

jawab Direksi terhdap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Literasi dan lnklusi
Keuangan.

3) BPR wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan
kepatuhan ketentuan ini.

4. LAPIORAN LITERASI DAI{ INI(LUSI KEUANGAN

a. Laporan Literasi Keuangan
l) Laporan literasi keuangan menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank dan

laporan Realisasi Bisnis Bank.
2) Laporan terdti dari laporan renc€rna dan laporan realisasi.

b. Laporan Inklusi Keuangan
1) Laporan inklusi keuangan menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank dan

l"aporan Realisasi Bisnis Bank.
2l Laporan terdiri dari laporan rencana dan laporan realisasi.

c. BPR dapat melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi dan
Intlusi Keuangan berdasarkan perrnintaan Otoritas Jasa Keuarrgan dan/ atau
inisiatif BPR sendiri.

d. Penyampaian laporan Literasi dan Inklusi Keuangan dilakukal melalui sistem
pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

e. BPR dapat juga mempublikasikan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi
dan Inklusi Keuangan pada laporan Tahun BPR.

I

-t-l
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1. PEMBENTIJI(AN FUNGSI ATAU UNIT PERLINDUNGAN KONSINfiEN

Dalam melaksanakan perlindungan nasabah maka bank :

f. Membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan pelindungan nasabah
dan masyarakat.

g. Fungsi atau unit tersebut diatas dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain.
h. Perangkapan fungsi atau unit mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai

perangkapan fungsi atau unit pada masingmasing BPR.
i. Dalam hal tidat terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, BPR

dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan.
j. Perangkapan fungsi atau unit tersebut dilakukan dengan menghindari benturan

kepentingan pada Pegawai.
k. Dalam membentuk fungsi atau unit tersebut, BPR mempertimbangkan :

l) Jumlah aset
2 Jumlah kantor
J Jumlah dan kompleksitas produk dan/ atau layanan
4 Jumlah klasifrkasi Konsumen; dan/ atau
5 Jumlah sumber daya manusia BPR

g. BPR wajib membentuk fungsi atau unit yang melaksanakan penerimaan,
penang€rrzrn, dan/ atau penyelesaian Pengaduan dan memil:iki paling sedikit:
l) Pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keualgan yang

disedialan atau diterbitkan oleh PUJK, serta penarrganan Pengaduan;
2) Kewenangan untuk menangani Pengaduan

h. BPR wajib menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan
fungsi atau unit yang melaksanakan penerimaan, penangan€rn, daa/atau
penyelesaian Pengaduan.

2. ORGANISASI DAN PELAPORAN

a. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Dewan Komisaris wqlib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung
jawab Direksi terhadap kepatuharr pelaksarraan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini.

c. Direksi wajib menunjuk:
1) Anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat.
2) Pejabat dan/ atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang

menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
d. Pejabat yang menjalanlan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen bertanggung

jawab laagsung kepada Direksi.
e. BPR wajib memiliki mekanisme pelaporan untuk pemenuhan kepatuhan

ketentuan Peraturaa Otoritas Jasa Keuangan ini

3. PENGEMBANGAI5 KAPASITAS SI'MBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dari fungsi atau unit Perlindungan Konsumen
a. BPR wajib melakukan pengembangan kapasitas Pegawai BPR terhadap ketentuan

Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
b. Pengembangan kapasitas Pegawai BPR dilakukan melalui pelatihan.
c. Pelatihan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu)

tahun kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
4

BAA IV
IilI.RASTRIIKTI'R PERLITDI'I{GAIT KOITSI'UEI{
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d. Pelatihan terkait Pelindungan Konsumen bagi Pegawai di luar fungsi atau unit
Pelindungan Konsumen dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam masa
ke{aaya.

e. Materi dalam pelatihan Pelindungan Konsumen meliputi:
1) Prosedur Layanan Pengaduan.
2) Tugas pokok dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
3) Pengetahuaa tenta-ng produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang disediakan

dan/atau diterbitkan oleh BPR.
4) Etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen.

f. BPR melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan
Layanan Pengaduan.

g. BPR melakukan tindak lanjut dari hasil eva-luasi pelatihan melalui
penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

t-
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1. HAK NASABAII DAI{/ATAU CALOI NAS/I3AII

a. Mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/ atau memanfaatkan
layanan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Memilih produk dan/ atau layanan.
c. Mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran y.rng

dijanjikan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mendapatkan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang jelas, akurat,

benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan.
e. Didengat pendapat dan pengaduannya ataas produk dan/atau layanan yang

digunakan.
f. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

konsumen sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
g. Mendapatkan edukasi keuangan.
h. Diperlakukan / dilayani dengan benar.
i. Mendapatkan ganti rugi jikalau produk dan/ atau layanan yang diterima tiak

sesuai dengan pe{anjian atau ketntuan perundang undangan yang berlaku.

2. I(EUIA.IIBAN NAS/IBNI DAN/ ATAU CALON NASABAII

a. Mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yarlg
disampaikan oleh BPR sebelum menggunakan produk/ layanan tersebut.

b. Membaca, memahami dan melaksanakan dengan benar perjanjian.
c. Beritikad baik dan menggunakan produk dan/ atau layanan.
d. Memberikan informasi dan/ atau dokumen yang jelas, akurat, benar dan tidak

menyesatkan.
e. Membayar sesuai dengan nilai/ harga atas produk dan/ atau layanan yang telah

disepakati dengan BPR.
f. Mengikuti semua penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan

ketentuan perundang undangan yang berlaku.

r-
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a. Informasi yang dapat diterima dan diproses adalah informasi terkait karakteristik
sektor jasa keuangal, layanan, produk, dan informasi lainnya.

b. Nasabah dan/atau perwakilan nasabah, dan masyarakat dapat memberikan dan
meminta informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada OJK melalui
surat, surat elektronik, laman OJK, telepon, tatap muka dan/ atau media lain
yang dikelola secara resmi oleh OJK.

c. Nasabah dan/ atau perwakilan nasabah dal masyarakt dapat menyampaikart
Pengaduan Kepada OJK melalui surat atau surat elektronik

d. OJK dapat memberikan tanggapan melalui surat, surat elektronik, laman OJK
telepon tatap muka dan/ atau media lain yang dikelola secara resmi oleh OJK
terhadap informasi yang disampaikan nasabah dan/atau perwakilan nasabah
dan masyaralat.

2. LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

a. Layanan pemberian informasi dilakukan OJK melalui surat, surat elektronik,
laman OJK, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi
oleh OJK.

b. Untuk melakukan layanan pemberian informasi, maka OJK dapat meminta
informasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui surat dan/ atau surat
elekstronik.

c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan informasi paling lama
l0 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan informasi melalui
surat dan atau surat elektronik.

d. Jika terdapat kondisi berada diluar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat
memperpanjang waktu paling lama 1O (sepuluh) hari sejak jangka waktu pada
point 3.

e. Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimaaa rlirnaksud pada huruf d
diterima secara tertulis oleh OJK sebelum jangka walrtu pada huruf c berakhA.

3. LAYANAIT PENGADUAN NASABAH

OJK menyediakan layanan terhadap permintaan Konsumen dan/ atau perwakilan
Konsumen dan masyarakat untuk upaya penyelesaian :

a. Pengaduan terladlkasl Sengketa
1) Penerimaan dan Penangalan Pengaduan terindikasi Sengketa

a) Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen dapat menyampaikan
pengaduan terindikasi Sengketa

b) Upaya penyelesaian terdiri dari Fasilitasi atau Fasilitasi Secara Terbatas'
c) Pengaduan Berindikasi Sengketa disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuaagan:
i. cq Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen cq satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen

ii. cq Kepala Regional Otoritas Jasa Keuanga.n atau Kantor Otoritas Jasa
Keuangan.

d) Pengaduan terindikasi Sengketa harus memenuhi persyaratan dan
kelengkapan dokumen sebagai berikut :

+
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i. Konsumen mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materiil
yang ditimbulkan oleh:

o Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat/ Bank Perekonomian
Ralryat Syariah, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana
Pensiun, Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, kmbaga
Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara
Layanan Urun Dana, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Keuangan
Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan
Nasional Madani (Persero) dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan
keperaataraan, pengelolaan dana, dan penyimpalan dala di sektor
jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara
konvensional maupun syariah paling banyak sebesar
Rp5OO.OO0.0OO,OO (1ima ratus juta rupiah); atau

. Asuransi umum baik yang melalsanakan kegiatan usahanya secara
konvensional maupun syariah paling banyak sebesar
Rp750.000.00O,OO (tujuh ratus lima puluh juta rupiah].

ii. Pengaduan Berindikasi Sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian
oleh PUJK narnun ditola-k oleh Konsumen.

iii. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bukan merupakan
Sengketa yang sedalg dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga
peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa

iv. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan
v. Pengaduan terindiasi Sengketa yang diqiukan belum pernah difasilitasi

oleh OJK
vi. Pengajuan penyelesaian Pengaduan terindikasi sengketa tidak melebihi

6O (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Tanggapan Pengaduan. Dalam
hal onsimen mengajukan keberatan atas Tanggapan Pengaduan,
pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi

vii. Permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi Pengadual
terindikasi Sengketa disertai dengaa dokumen pendukung paling
kurang meliputi :

o Identitas Konsumen
. Tanggapan Pengaduan
o Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup
bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau
pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga
a-lternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

o Dokumen Pendukung lainnya ya:rg terkait dengan pengaduan
terindikasi Sengketa.

Permohonan secara tertulis sebagaimana ditnaftssd pada huruf d], romawi
vii menggunakan formulir yang tercantum dalam lernpiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Surat pernyataan sebagaimana di"taksud pada huruf d) (4), romawi vii.
point 3 mengikuti format yang tercantum dalam larnpiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Konsumen melengkapi dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa dengan:
i. bukti tanda terima Pengaduan Berindikasi Sengketa yang

ditandatangani atau diterbitkan BPR
ii. bukti penyampaian Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada BPR,

I
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iii. konfirmasi penerimaan Pengaduan Berindikasi Sengketa secara lisarr
dari BPR

h) Otoritas Jasa Keuangan menolak melakukan upaya penyelesaian
Pengaduan Berindikasi Sengketa apabila tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf d), romawi i sampai dengan vi.

i) Jika terdapat kekurangan dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa
sebagaimana dimaksud pada huruf d), romawi vii, Otoritas Jasa Keuangan
memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melakukan pemenuhan
kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2O (dua puluh) hari
ke{a sejak tanggal permintaan.

j) Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa
apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf i).

k) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak
lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa.

1) BPR wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait
Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa Keualgan dalam
rangka penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan
dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangaa.

m) Apabila terdapat kondisi yang berada di luar kendali, BPR dapat
memperpanjang jangka waktu paling lama lO (sepuluh) hari kerja sejak
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf l) berakhir.

n) Permohonan perpanjangan jang[a wakru sebagaimana dimaksud pada
angka (13) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum
jangka walctu sebagaimaaa dimaksud pada huruf l) berakhir.

2) Upaya Penyelesaian Sengketa
a) Penyelesaian Sengketa melalui Fasilitasi

i. OJK mempertemukan Pelaku usaha Jasa Keuangaa dan Konsumen
dalam rangka penyelesaian Sengketa.

ii. Jika pada pertemuan tercapai kesepakatan, BPR wajib melaksanakan
kesepakatan.

iii. Jika dalam pertemuan BPR dan Konsumen :

o Tidak tercapai kesepakatan
o Konsumen dan BPR sepakat bahwa penyelesaian Sengketa

dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keualgarr.
o Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait BPR, tidak

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
melakukan Fasilitasi.

iv. Kesepakataa sebagaimana dimaksud pada romawi iii poin kedua
dituangkan dalam perjanjian Fasilitasi yang memuat:
o Kesepakatan untuk memilih penyelesaian Sengketa melalui

Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan FasiJitasi yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
v. Aturan Fasilitasi meliputi namun tidak terbatas pada:

o Konsumen dan PUJK tidak dapat memengarutri Fasilitator dalam
upaya penyelesaian Sengketa.

o Kesepakatan yang dihasilkan dari proses Fasilitasi merupakan
kesepakatan secara sukarela antara PUJK dan Konsumen dan
bukal merupakan rekomendasi dan/atau keputusan Fasilitator.

e Konsumen dan PUJK tidak dapat meminta pendapat hukum
maupun jasa konsultasi hukum kepada Fasilitator. t
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t Konsumen wajib hadir pada saat pelaksanaan Fasilitasi, kecuali
Konsumen memenuhi kondisi:
) Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan

Fasilitasi
) Di bawah pengampuan.
) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan

yang tidak dapat ditinggalkan.
o Jika kondisi sebagaimana dimaksud pada romawi v poin keempat

terpenuhi, pelaksanaan Fasilitasi dihadiri oleh perwakilan
Konsumen

vi. Konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan
penandatanganan perjanjian Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
romawi v paling lama 10 (sepuluh) hari keq'a sejak upaya
mempertemukan BPR dan Konsumen dalam rangka penyelesaian
Sengketa tidak tercapai kesepakatan.

vii. Jika jangka waktu sebagaimana rlimaksud pada huruf romawi vi
terlampaui, Konsumen dianggap membatalkan penyelesaian
Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

viii. Pelaksanaan Fasilitasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3O (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan BPR menandatangali
peq'anjian Fasilitasi.

ix. Perpanjangan jangka waktu Fasilitasi diberikan berdasarkan
permintaan dari Konsumen atau pertimbangan Otoritas Jasa
Keuangan.

x. Jika kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai jangka
waktu Fasilitasi terlampaui, Konsumen mencabut permohonan atau
BPR dan/atau Konsumen tidak menaati perjanjian Fasilitasi, maka
pelaksanaan Fasilitasi berakhir.

xi. Akta kesepakatan ditandatangani oleh Konsumen dan BPR.
xii. Akta Kesepakatan memuat:

o Nama BPR dan Konsumen yang bersepakat.
r Pokok-pokokkesepakatan.
o Waktu pelaksanaan kesepakatan.

xiii. BPR dal Konsumen menandatangani Berita Acara, Jika tidak
tercapai kesepakatan.

xiv. BPR wajib melaksanakan hasil Fasilitasi yang telah disepakati dan
dituangkan Alrta kesepakatan.

xv. BPR w4iib melaporkan tindak lanjut hasil fasilitasi kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan kesepalatan.

3) Penyelesaian Sengketa Melalui Fasilitasi Secara Terbatas
a) Otorisasi Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi secara terbatas Jika

lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait BPR, telah terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dan Konsumen menyampaikal penegasan
terkait pilihan penyelesaian Sengketa melalui Fasilitasi Secara Terbatas
oleh Otoritas Jasa Keuangan,

b) Konsumen menyampaikan secara tertulis penegasan atas pilihan
penyelesaian Sengketa sebagailnana dimaksud pada huruf a dalam jangka
waktu paling lama 2O (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan
penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c) Jika jaagka waktu penegasan Konsumen terlampaui, Konsumen dianggap
membatalkan permohonan penyelesaian Sengketa.

d) BPR wajib mengikuti pelaksanaan Fasittasi Secara Terbatas, Jika
i FasilitasiKonsumen memilih untuk menyelesaikan Sengketa melaly

Secara Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan, 4
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e) Pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas dilakukan dalam jangka walchr
paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen menegaskan
pilihan penyelesaian Sengketa.

f) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari ke{a.

C) Perpanjangan jangka waktu Fasilitasi Secara Terbatas diberikan
berdasarkan perrnintaan dari Konsumen atau pertimbangan Otoritas Jasa
Keuangan.

h) Konsumen dianggap membatalkan penyelesaian Sengketa oleh Otoritas
Jasa Keuangan, Jika Konsumen tidak hadir pada saat pelaksanaan
Fasilitasi Secara Terbatas.

i) ketidakhadiran Konsumen dikecualikan dari pembatalan, Jika Konsumen
memenuhi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir
dalem pertemuan Fasilitasi Secara Terbatas, di bawal pengzrmpuan,
memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada Otoritas Jasa Keuangan,
atau menjalaakan tugas negara, tuntutan profesi, atau peke{aan yang
tidak dapat ditinggalkan.

j) Pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas berakhir, Jika kesepakatan atau
ketidaksepalatan telah tercapai, jangka walrhr Fasilitasi Secara Terbatas
lsdarnpaui, Konsumen tidak hadir tanpa pemberitahuan pada
pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas, atau Konsumen mencabut
permohonan.

k) BPR wajib melaksanakan hasil Fasilitasi Secara Terbatas yang telah
disepakati.

1) BPR wajib melaporkan tindak lanjut hasil Fasilitasi Secara Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 5 (lima) hari ke{a sejak pelaksanaan kesepakatan.

b. La5ranan Pengaduan Ber{ndllrqsl Pelanggaran
1) Konsumen dan f atau masyaralat dapat menyampaikan Pengaduan

Berindikasi Pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangaa di
sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2) Pengaduan Berindikasi Pelanggaran, Pengaduan Berindikasi Pelanggaran
ditindaklanjuti, Jika Pengaduan Berindikasi Pelanggaran dilengkapi dokumen
dan informasi sebagai berikut :

a) Identitas Konsumen dan/atau masyarakat
b) Atamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat

surat elektronik (email),
c) Materi atau deskripsi Pengaduan Berinctikasi Pelanggaran.

3) Tindak lanjut Pengaduan terindikasi Pelanggaran dilakukan Otoritas Jasa
Keuangan melakukan penelaahan dan permintaan penjelasan kepada
konsumen, masyarakat dan atau BPR.

4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau tinda-kan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jika hasil
penelaahan dan permintaan penjelasan terdapat indikasi pelanggaran atas
ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
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1. Konsumen (nasabah) dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui
Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

2. BPR wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di
Sektor Jasa Keuangan.

3. BPR wajib menindaklanjuti pengaduan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan, Jika terdapat Pengaduan terkait BPR.

4. BPR wajib menginformasikan tindak lanjut pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangal
melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

5. Konsumen dapat memanfaatkan fasilitas pemantauan penyelesaian Pengaduan pada
Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

5. PUJK menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara luring
disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat kepada
Otoritas Jasa Keuangan :

a. cq Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen cq
satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

b. cq Kepala Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa
Keuangan.

7. Konsumen dapat mengajukan penyelesaian Pengaduan melalui pengadilan atau di
luar Pengadilan, Jika Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan dan/ atau tanggapan
atas keberatan secara tertulis yang disampaikan PUJK dalam Sistem l,ayanan
Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

8. Penyelesaian Pengaduan di luar pengadilan dilakukan melalui l,embaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

PUSIOPIT
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a Perlinduagaa l(onsumetr/ Nasabah
BPR melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan
Konsumen dan masyarakat dan wajib menyampaikan laporan hasil penilaian
sendiri setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 3O September
tahun berl'alan, Apabila tanggal 30 September sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan penilaian
disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

b. Llterasl daa latlusl Keuaugan
1) Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan

BPR wajib menyampaikan laporan rencana paling lambat pada tanggal 30
November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan, dan Apabila tanggal 3O
November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan
rencana disampaikan pada 1 (satu) hari ke{'a berikutnya.

2) Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan
BPR wajib menyampaikan laporan realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi
Keuangan dan kewajiban penJrusunan dan penyampaian laporan realisasi
rencana bisnis, dilakukan paling lambat tanggal lO Jwli 2024.

c. Pengaduan Koasum.en
Kewajiban penyampaian laporan Layanan Pengaduan secara semesteran untuk
pertama kali dilakukan paling lambat tanggal 10 Jttli 2024

2. SAilKSI

a. Pe rllndungarr KonsuEe!
1) BPR yang terlarnbat menyampaikan laporan penilaian dikenai sanksi

administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per hari keterlambatan.

2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Penilaian sendiri dikenai sanksi
administratif berupa denda administratif sebesar Rp25.00O.00O,O0 (dua
puluh lima juta rupiah) .

b. Llterasi dan Iaklusl l(euargan
1) BPR yang terla:nbat menyampaikan laporan rencana dan realisasi dikenai

sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (Lima
Puluh Ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan.

2\ BPR yang melanggar /tidak menyampaikan laporan rencana dan realisasi
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5.000.O0O,-(Lima Juta
Rupiah).

Pengaduan Koasumea
1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan layanan pengaduan dikenai

sanksi administratif berupa denda administratif sebesar sebesar Rp 5O.0OO,O0
(lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan berupa denda
administratif dengan rincian sebesar Rp 25.OOO.OO0,OO (Dua Puluh Lima Juta

I

c

rupiai) untuk masing-masing laporan.
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